
BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA 

 

A. Pengertian Hak dan Kewajiban WNI  

Sebagai warga tentu tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial yang kental dengan nilai 

dan norma yang mengaturnya. Negara Indonesia yang merupakan negara demokratis dan 

terbuka tentu mempunyai nilai dan norma seperti mengenai hak dan kewajiban setiap 

warganya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya 

diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun 

juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.  

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi 

terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara 

memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada 

kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani 

kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak 

mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup 

hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika 

keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika 

keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. 

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara 

mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan 

kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. 

Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan 

kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak 

dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak 

bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun 

rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan 

materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak  

 

rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang 

berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk 

mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.  



Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan 

bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 

pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam 

undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada 

para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung 

bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan 

hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang 

selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. 

 Pasal 26 ayat 1 UUD Negara RI 1945 menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah 

bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai 

warga negara. Dari pasal ini bisa diketahui bahwa warga negara Indonesia itu adalah orang asli 

Indonesia dan peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, Peranakan Arab dll yang bertempat 

tinggal di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. 

 Pasal 4,5 dan 6 menegaskan bahwa mereka yang masuk katagori warga negara Indonesia 

adalah : 

Warga Negara Indonesia pasal 4 adalah: 

a) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan 

perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang 

ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; 

b)  anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara 

Indonesia; 

c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan 

ibu warga negara asing; 

d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu 

Warga Negara Indonesia; 

e) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, 

tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak 

memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; 

f) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal 

dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; 

g) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; 



h) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang 

diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu 

dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; 

i) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas 

HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA : 

1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan 

negara pada umumnya berupa peranan (role). 

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia 

tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. 

 

Hak Warga Negara Indonesia : 

• Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2). 

• Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup 

serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A). 

• Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah (pasal 28B ayat 1). 

• Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan Berkembang”. 

• Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan 

berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi 

meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 

1). 

• Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2). 

• Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).  

• Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 

hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 

hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 



dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1). 

 

Kewajiban Warga Negara Indonesia  : 

• Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : 

segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

• Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 

menyatakan  : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 

pembelaan negara”. 

• Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : 

Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.  

• Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J 

ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan 

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”  

• Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) 

UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam 

usaha pertahanan dan keamanan negara.” 

 

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu : 

1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli 

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga 

negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan 

undang-undang.  

2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 

(2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan.  



3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, 

dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.  

4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan 

negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. 

Hak Warga Negara Indonesia: 

• Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2). 

• Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup 

serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A). 

• Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah (pasal 28B ayat 1). 

• Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan Berkembang.  

• Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan 

berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi 

meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 

1).  

• Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2). 

• Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1). 

• Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 

hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 

hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1). 

 

Kewajiban Warga Negara Indonesia: 

• Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "segala 

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." 



• Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 

menyatakan: "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan 

negara”. 

• Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: "Setiap 

orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain" 

• Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 

2 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 

• Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 

1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 

pertahanan dan keamanan negara.”  

 

Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 

Pengingkaran Kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Warga negara kita masih banyak yang belum menyadari betapa 

pentingnya kewajiban yang harus dijalani sebagai warga negara demi kemajuan negara. 

• Kewajiban mutlak, yaitu kewajiban hak yang tertuju kepada diri sendiri 

• Kewajiban publik, yaitu kewajiban mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul 

yang dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata 

• Kewajiban positif dan Negatif, yaitu kewajiban yang menghendaki dilakukan sesuatu 

sedangkan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu 

• Kewajiban universal atau umum, yaitu kewajiban yangditujukan kepada semua warga 

negara atau secara umum 

• Kewajiban primer adalah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum 

Berikut contoh kasus pengingkaran Kewajiban Warga Negara : 

• Tidak membayar pajak 

• Melanggar peraturan perundangan 



• Melakukan perbuatan anarkis 

• Melanggar lalu lintas 

• Melakukan kekerasan 

• Tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 

Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 

• Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara 

• Menegakkan secara adil dan tidak diskriminatif 

• Meningkatkan kerja sama secara harmonis 

• Memperkuat rasa persatuan 

• Meningkatkan rasa cinta tanah air 

• Sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. 

Faktor – faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 

Setiap negara memiliki hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh undang-undang. 

Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan warga 

negara. Ada beberapa faktor yang membuat pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban 

terjadi, sehingga membawa dampak negatif. Hal ini bukan hanya dilakukan warga negara, 

namun dalam beberapa kasus bisa juga dilakukan pemerintah. Hal negatif yang terjadi adanya 

sikap intoleren terhadap sesama, jika terus-menerus terjadi bisa menimbulkan perpecahan. 

Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban 

1) Sikap Intoleran 

Di Indonesia kita perlu bersikap toleransi pada semua orang tanpa memandang status 

atau suku. Jika warga negara memiliki sikap intoleran maka akan muncuk sikap saling 

tidak menghargai dan menghormati orang lain. Sikap intoleran ini akan memunculkan 

pelanggaran kepada orang lain. 

2) Sikap Egois 

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, namun jika seseorang selalu menuntuk 

haknya tanpa melakukan kewajibannya maka akan terjadi pelanggaran. Sikap egois tidak 

akan memikirkan orang lain dan akan semaunya sendiri. Seseorang dengan sikap egois 

akan melakukan berbagai cara agar haknya bisa terpenuhi, meski mengabaikan hak orang 

lain. 

 



3) Terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan 

Kekuasaan bukan hanya ada dalam pemerintahan, tapi juga dalam bentuk lain. 

Contohnya, perusahaan yang tidak jujur dan mengambil hak buruh. Pelanyalahgunaan 

kekusaan dapat menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban. 

4) Kurangnya Rasa Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 

Seperti yang sudah dijelaskan, setiap negara mempunyai aturannya yang tidak boleh 

dilanggar oleh warga negara. Bila rasa kesadaran warga negara rendah dan mengbaikan 

aturan yang ada akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik. Perbuataan semaunya 

dapat memunculkan sikap menyimpang pada hak dan kewajiban warga negara. 

Salah satu contohnya tidak membayar pajak negara. 

5) Aparat Penegak Hukum yang Kurang Tegas 

Aparat penegak hukum memiliki peran besar untuk negara dan masyarakat, sehingga 

harus tegas dengan permasalahan yang ada. Jika aparat penegak hukum kurang tegas 

dalam menyikapi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban hal ini dapat 

memunculkan pelanggaran lain. Ini karena masyarakat merasa penegak hukum kurang 

tegas, sehingga masyarakat akan mengulangi atau membuat pelanggaran baru. 

6) Adanya Budaya Main Hakim Sendiri 

Saat seseorang melakukan kesalahan, tidak jarang masyarakat sekitar melakukan 

main hakim sendiri. Hak ini dinilai mengganggu keamanan dan membahayakan hidup 

warga negara. Ini juga melanggar hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BELA NEGARA 

Bela negara adalah sikap, perilaku dan tindakan warga negara secara menyeluruh untuk 

membela negaranya dari ancaman yang membahayakan keutuhan negaranya. Tindakan tersebut 

berupa tindakan yang biasanya terorganisir oleh negara itu sendiri atau suatu kelompok 

masyarakatnya yang dilandasi akan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Dalam konteks 

Bangsa Indonesia, bela negara adalah sikap dan tindakan yang menyeluruh, teratur, dan 

terorganisir dalam rangka cinta tanah air, upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Upaya tersebut tentu saja untuk menghadapi segala 

tantangan, gangguan, dan ancaman dari dalam maupun luar Indonesia yang membahayakan 

kedaulatan di segala bidang ; ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.  

Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, alinea pertama disebutkan, “ Bahwa sesungguhnya 

kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia 

harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Artinya, 

bahwa Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan 

dan kedaulatan bangsanya. Dengan prinsip tersebut, siapapun yang menyerang Bangsa Indonesia 

harus siap dihadapi secara fisik. Dan Indonesia sendiri menentang hal tersebut berlaku di negara 

lain. Dibuktikan dengan adanya pemberlakuan politik luar negeri bebas aktif. Namun dengan 

semakin berkembangnya teknologi, terutama teknologi informasi dan telekomunikasi, penjajahan 

atau gangguan kedaulatan tidak hanya dalam bentuk fisik. Harus diwaspadai dalam segala 

bidang, seperti penguasaan ekonomi oleh negara asing, penguasaan pemikiran generasi muda 

dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan moral bangsa, dan lain-lain. Maka harus ada nilai-nilai 

bela negara yang harus dijaga, yaitu :  

• Cinta terhadap tanah air Indonesia, sehingga menganggap seluruh wilayah Indonesia 

adalah bagian dari unsur bela negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara, yang 

membawa kepada persatuan dan kesatuan Indonesia dengan tidak membedakan berbagai 

perbedaan dan keragaman yang ada.  

• Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga dapat mengimplementasikan nilai-

nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.  

• Sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, sikap yang dapat terwujud  



apabila seseorang sudah cinta tanah air, sadar dengan rasa kebangsaan yang  

harus dimiliki, dan sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang.  

• Memiliki kemampuan awal untuk bela negara secara psikis maupun fisik. Sesuai  

dengan keahlian dan profesi masing-masing.  

1. Latar Belakang Bela Negara.  

Kota Bukittinggi semula merupakan pasar (pekan) bagi masyarakat Agam Tuo. 

Kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk 

melawan Kaum Padri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang 

dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir 

Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, 

kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang 

menjadi sebuah stadsgemeente (kota) dan berfungsi sebagai ibu kota Afdeeling Padangsche 

Bovenlanden dan Onderafdeeling Oud Agam. 

Pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian 

pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. 

Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 Kempetai, di bawah pimpinan 

Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Pada masa itu, kota ini berganti nama dari Stadsgemeente Fort 

de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan 

nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu 

Taba, dan Bukit Batabuah. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur 

Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota 

Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan. Pada masa 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan 

dan ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda 

atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk pada 19 

Desember 1948 di Bukittingi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara.  



Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Untuk mengenang 

sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), pemerintah 

Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan 

yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektare, tepatnya di Jorong 

Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh 

Kota, Sumatera Barat. Dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Bela negara Ke 65, 

pada tanggal 21 Desember 2013 Menteri Pertahanan saat itu (Purnomo Yusgiantoro) 

didampingi oleh Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin dan Plt Dirjen Pothan 

Timbul Siahaan serta Muspida Provinsi Sumatera Barat meninjau pembangunan 

Monumen Nasional Bela Negara.  

2. Dasar Hukum  

• Undang Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Setiap 

warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.  

• Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut 

serta dalam usha pertahanan dan keamanan negara”  

• Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (1) 

mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 

bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Selanjutnya 

pada ayat (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:  

1. pendidikan kewarganegaraan;  

2. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;  

3. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela  

atau secara wajib; dan  

4. pengabdian sesuai dengan profesi.  

 

 



3. Unsur Dasar Bela Negara  

Didalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, 

diantaranya adalah :  

Cinta Tanah Air Kesadaran Berbangsa & bernegara Yakin akan Pancasila sebagai ideologi 

Negara Rela berkorban untuk bangsa & Negara Memiliki kemampuan awal bela Negara Contoh-

Contoh Bela Negara :  

• Melestarikan budaya 

• Belajar dengan rajin bagi para pelajar  

• Taat akan hukum dan aturan-aturan Negara Dan lain-lain.  

Dari unsur yang ada tersebut, bisa disebutkan mengenai beberapa hal yang menjadi contoh 

proses pembelaan negara. 

Beberapa contoh tersebut diantaranya adalah : Kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, 

terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Sehingga hal ini bisa mencegah adanya 

pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil 

kebudayaan asli mereka. Untuk para pelajar, bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar. 

Sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu 

menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, 

masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya 

asing.  

• Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa 

cinta tanah air dan bela bangsa. Karena dengan taat pada  

hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi  

lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. 

• Meninggalkan korupsi. Korupsi merupakan penyakit bangsa karena merampas hak warga 

negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan meninggalkan korupsi, kita akan 

membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan  



kualitas kehidupan. 

Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, 

salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini digubah oleh salah 

seorang musisi Indonesia yang memiliki nasionalisme, yaitu Dharma Oratmangun. 

Selain itu, dalam upaya menjaga kesadaran bela negara, dibuatlah sebuah momen untuk 

memperingatinya. Hari yang sudah ditetapkan sebagai hari Bela Negara dipilih tanggal 19 

Desember. Penetapan ini dimulai tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang 

dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006.  

4. Fungsi dan Tujuan Bela Negara  

Tujuan bela negara, diantaranya: 

• Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara 

• Melestarikan budayaMenjalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 • Berbuat 

yang terbaik bagi bangsa dan negara. 

• Menjaga identitas dan integritas bangsa/ negara  

Sedangkan fungsi bela negara, diantaranya:  

• Mempertahankan Negara dari berbagai ancaman;  

• Menjaga keutuhan wilayah negara;  

• Merupakan kewajiban setiap warga negara.  

• Merupakan panggilan sejarah;  

5. Manfaat Bela Negara  

Berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan dari bela negara:  

• Membentuk sikap disiplin waktu,aktivitas,dan pengaturan kegiatan lain. 

• Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 

• Membentuk mental dan fisik yang tangguh.  



• Menanamkan rasa kecintaan pada Bangsa dan Patriotisme sesuai dengan 

kemampuan diri.  

• Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. 

• Membentuk Iman dan Taqwa pada Agama yang dianut oleh individu.  

• Berbakti pada orang tua, bangsa, agama.  

• Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan 

kegiatan.  

• Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. 

• Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.  

Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang di berbagai 

lingkungan:  

• Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. 

(lingkungan keluarga) \ 

• Membentuk keluarga yang sadar hukum (lingkungan keluarga)  

• Meningkatkan iman dan takwa dan iptek (lingkungan sekolah)Kesadaran 

untuk menaati tata tertib sekolah (lingkungan sekolah)  

• Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat (lingkungan 

masyarakat)  

• Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama (lingkungan masyarakat) 

• Mematuhi peraturan hukum yang berlaku (lingkungan negara)  

• Membayar pajak tepat pada waktunya (lingkungan negara)  

 


